









































































































































































































































































































































di Washington dan disaksikan oleh Pejabat Sekretaris Jenderal
PBB U Thant. 77 Sebagai hasil dari perundingan-perundingan
ini, maka pada tanggal 31 Juli 1962 tercapai suatu persetujuan
- sementara (Preliminary Understanding) yang berisi pokok-
pokok sebagai berikut: ' 78

a.

Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia dan
Belanda maka selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober
1962 Badan Pemerintah Sementara PBB (United Nations
Temporary Executive Authority, UNTEA) akan tiba di
Irian Jaya untuk melakukan serah terima pemerintahan
dari tangan Belanda. Saat itu juga bendera Belanda ditu-
runkan, yang berarti kekuasaan atas daerah tersebut di-
serahkan kepada UNTEA.

Pemerintah Sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga
Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan ber-
sama-sama dengan alat-alat keamanan putra-putri Irian
Jaya sendiri dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih
diperlukan.

Pasukan-pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Jaya dan
berstatus di bawah kekuasaan Pemerintah Sementara
PBB.

Angkatan Perang Belanda mulai saat itu secara berang-
sur-angsur dikembalikan Yang belum berangkat akan di-
tempatkan dalam pengawasan PBB dan tidak boleh diper-
gunakan untuk operasi-operasi militer.

Antara Irian Jaya dengan daerah Indonesia lain berlaku
lalu lintas bebas.

~Tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai

berkibar di samping bendera PBB.

Pemulangan anggota-anggota sipil dan militer Belanda
harus sidah selesai pada tanggal 1 Mei 1963 pemerintah
RI secara resmi menerima pemerintahan di Iran Jaya
dari Pemerintah Sementara PBB.
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Sementara itu untuk memperkuat posisi Delegasi Indo-
nesi dalam perundingan dengan Delegasi Belanda atas dasar
Usul Bunker tersebut, operasi infiltrasi ke daerah Irian Jaya
terus diperhebat. Sehubungan dengan itu pada tanggal 14
Agustus 1962 dilakukan operasi Jatayu yang menerjunkan
penambahan pasukan dan perbekalan di daerah-daerah Sorong,
Kaimana dan Merauke. Penerjunan ketiga daerah ini berhasil
menerjunkan pasukan sejumlah 407 orang. Ternyata penerjun-
an ini merupakan perjunan pasukan yang terakhir di daerah
Irian Jaya. ! 7°

Penerjunan-penerjunan pasukan gerilyawan selama diada-
kan itu sempat menimbulkan protes Belanda. Akan tetapi
Indonesia berpendirian bahwa aksi-aksi pendaratan dan pener-
junan di daratan Irian Jaya baru berakhir setelah Belanda se-
cara resmi membubuhkan tanda tangan di atas perjanjian.'8°

Menyadari- akan kenyataan-kenyataan yang berkembang
di daerah Irian Jaya maka pada tanggal 15 Agustus 1962, atas
dasar prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Ellswoth Bunker,
ditanda tangani suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia
dengan pemerintah Kerajaan Belanda di Markas Besar PBB
di New York. Peranan PBB disini hanya sebagai perantara dan
Sekretaris Jenderal PBB U Thant bertindak sebagai saksi pada
waktu penanda tanganan persetujuan. '®! Persetujuan ini
terkenal dengan nama Persetujuan New York.

Sebagai tindak lanjut dari penanda tanganan Persetujuan
New York itu maka pada tanggal 16 Agustus 1962 Presiden/
Pangti ABRI/Panglima Besar KOTI Pemtebas:in Irian Jaya me-
ngeluarkan perintah penghentian temba<-menembak dan per-
musuhan antara Belanda dan Indonesia terhitung mulai tanggal
18 Agustus 1982, 182

Soal yang mendesak dalam persetujuan itu adalah perihal
penyerahan administrasi Irian Jaya dari pihak pemerintah Ke-
rajaan Belanda kepada PBB. Untuk maksud tersebut maka di-
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bentuklah United Nations Temporary Executive Authority
(UNTEA) yang bertugas untuk menyerahkan kekuasaan ke-
pada pemerintah Republik Indonesia selambat-lambatnya
tanggal 1 Mei 1963. Pada akhirnya sengketa Irian Jaya dise-
lesaikan dengan penyerahan administrasi kepada Indonesia
yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 1963 dan dalam tahun
1963 itu juga dilakukan pemulihan hubungan diplomatik an-
tara kedua negara dengan pembukaan }cdutzan Besar Repub-
lik Indonesia di Den Haag dan Keduta:n Besar Kerajaan Be-
landa di Jakarta. ! ®3

Masa konfrontasi antara Indonesia dengan Belanda dalam
pembebasan Irian Jaya telah berakhir. Suatu babakan baru
harus dijalani, karena dengan ditanda tanganinya Persetujuan
New York persoalan tentang Irian Jaya belum tuntas.

Menurut pasal 18 dan 20 Persetujuan New York peme-
rintah Indonesia berkewajiban mengadakan Usaha-usaha
untuk memberi kesempatan kepada rakyat Irian Jaya untuk
melaksanakan kebebasan memilih dalam rangka perwujudan
penentuan nasib sendiri. Perwujudan penentuan nasib sendiri
itu akan dilaksanakan sebelum akhir tahun 1969. '®* Dengan
demikian pemerintah Indonesia menerima kewajiban untuk
mengadakan perwujudan penentuan nasib sendiri yang kemu-
dian lebih dikenal sebagai penentuan pendapat rakyat di Irian
Jaya.

Dalam melaksanakan "act of free choice” atau Penentuan
Pendapat Rakyat (Pepera) sebagai suatu kewajiban pemerintah
Indonesia, maka pemerintah harus men:ari c¢ara yaag sebaik-
baiknya, cara yang demokratis, dengen men;zadakan konsul-
tasi-konsultasi atau musyawarah ‘Dewan-Dewan Ferwakilan
Rakyat (DPRD—-DPRD) di Irian Jaya. Dengan demikian rakyat
Irian Jaya melalui perwakilan-perwakilannya dapat ikut me-
nentukan cara yang sebaik-baiknya, cara yang demokratis dan
yang cocok dengan keadaan dan kondisi daerah- dan ‘rakyat
Irian Jaya sendiri. ! 8%
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Meskipun pada hakekatnya rakyat Irian Jaya bersama
rakyat Indonesia lainnya telah menentukan pendapatnya pada
tanggal 17 Agustus 1945 sebagai satu bangsa Indonesia, akan
tetapi sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Tim Konsultasi
Pemerintah Pusat Sudjarwo Tjondronegoro® pemerintah Indo-
nesia sudah “committed’’ (terikat pada janji) untuk melaksana-
kan babak terakhir dari Persetujuan New York itu. 18¢

Selama 7 tahun sejak penyerahan administrasi Irian Jaya
dari UNTEA kepada pemerintah Indonesia, pemerintah telah
berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi tugasnya di Irian
Jaya yaitu “mempergiat lebih lanjut-pendidikan rakyat, pem-
berantasan buta .huruf, kemajuan perkembangan sosial, kebu-
dayaan dan ekonomi !®7 Pemerintah Indonesia mienyadari
sepenuhnya bahwa pembebasan Irian Jaya dari cengkeraman
penjajahan bukan hanya sekedar mengenyahkan kolonialis
Belanda dari bumi Irian Jaya, akan tetapi juga tercapainya
suatu kesejahteraan masyarakat Irian Jaya sebagai bagian dari
perwujudan masyarakat adil makmur bangsa Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Peperc di Irian
Jaya menurut keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor
Irian Jaya No. 31 Tahun 1969 disebutkan bahwa, besarnya
jumlah anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) didasarkan
atas jumlah penduduk Kabupaten, di mana tiap + 750 orang
penduduk dari segala umur diwakili oleh seorang wakil rakyat
dewasa. Mengingat perbedaan yang tidak sedikit antara jumlah
penduduk kabupaten-kabupaten di Irian Jaya, maka jumlah
anggota DMP ditetapkan sedikitnya 75 orang dan sebanyak-
banyaknya 175 orang. !®® Semua wakil rakyat yang duduk
sebagai anggota DMP tersebut harus memenuhi syarat-syarat
dalam pasal XVIII sub d Persetujuan New York. * 8°

Sejalan dengan hal tersebut di depan sidang DPRD
Propinsi Irian Jaya pada tanggal 18 April 1969 Ketua Tim
Konsultasi Pemerintah Pusat Sudjarwo Tjondronegoro menge-
mukakan sebagai berikut. ! °°
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1)  Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Irian Jaya akan me-
ngeluarkan surat keputusan mengenai pembentukan
Dewan Musyawarah Pepera (DMP) untuk setiap kabu-
paten.

2)  Anggota DMP untuk setiap kabupaten ditetapkan:

Kabupaten Merauke 175 orang (maksimal)
Kabupaten Pegunungan Jayawijaya 175 orang (mak-
simal)

Kabupaten Paniai 175 orang (maksimal)

Kabupaten Fakfak 75 orang (minimal)

Kabupaten Sorong 110 orang

Kabupaten Monokwari 75 orang

Kabupaten Teluk Cenderawasih 130 orang.
Kabupaten Jayapura 110 orang.

=

S @ QAo

Jumlah seluruh anggota DMP daerah Irian Jaya menjadi
1025 orang.

Sebelum penetapan anggota-anggota DMP, di tiap kabu-
paten dibentuk Panitia Pembentukan DMP Kabupaten, Ang-
gota Panitia di tiap kabupaten ditetapkan berjumlah 9 orang
dengan mayoritas terdiri dari putra-putra daerah Irian Jaya
yang menjadi anggota DPRD Kabupaten '°! Dari 72 orang
anggota Panitia Pembentukan DMP untuk 8 kabupaten,
putra-putra Irian Jaya terdiri atas 46 orang anggota (63,8%)
dan 26 orang anggota (36,2%) terdiri atas putra-putra Indo-
nesia lainnya.

Adapun cara pemungutan suara dalam Pepera itu tidak
akan dilakukan dengan persuaraan orang perseorang, melain-
kan dengan cara musyawarah (untuk mufakat) dan lewat
perwakilan-perwakilan rakyat, yang wakil-wakilnya dipilih
‘oleh rakyat dan dari rakyat Irian Jaya, dengan tidak mening-
galkan ketentuan ketentuan dalam Persetujuan New York
tentang siapa-siapa yang dapat ikut serta dalam Pepera itu.!®?

Oleh karena yang bertanggung jawab dalam pelaksana-
an Pepera itu sesuai dengan Persetujuan New York adalah
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Pemerintah Republik Indonesia sendiri, maka Pemerintah Be-
landa tidak akan ikut campur tangan lagi. Demikian pula hal-
nya Sekretaris Jenderal PBB yang PBB yang diwakili oleh Misi
Ortiz Sans hanya bertugas memberi ’bantuan dan saran”
seperlunya kepada Pemerintah RI dalam melaksanakan Pepera
dan ikut serta menyaksikan ("’te-be-present’”) dalam pelaksana-
an Pepera tersebut. !°3)

Selama masa 7 tahun sejak 1 Mei 1963 hingga men-
jelang pelaksanaan Pepera tahun 1969, bukan tidak ada suara-
suara yang menghendaki agar pemungutan suara dalam Pepera
dilakukan atas dasar “adult suffrage” (setiap orang dewasa
mempunyai hak memilih) dan one vote” (setiap orang mem-
punyai satu suara. ! °* Nada sumbang yang disuarakan itu me-
rupakan dendang dari senandung kelompok yang tidak meng-
hendaki Irian Jaya tetap dalam pangkutan Ibu Pertiwi. Sekira-
nya benar hendak ditarapkan cara-cara tersebut, berapa lama
Pepera akan berlangsung? Bagi negara yang telah maju, yang
telah bebas dari buta huruf serta didukung oleh kesadaran
bernegara dan berpolitik maupun didukung oleh keadaan lalu
lintas yang terbuka, cara-cara itu dapat saja ditempuh. Akan
tetapi kondisi di wilayah Irian Jaya ini tidak memungkinkan
penerapan cara-cara yang disebut “international practice” itu.
Apalagi bagi bangsa Indonesia yang memiliki sistem Demokrasi
Pancasila, musyawarah (untuk mufakat), tentulah “interna-
tional practice” cara Barat itu tidak cocok dengan kondisi
bangsa Indonesia. ‘

Oleh karena itu, meski ada suara-suara sumbang, Peme-
rintah Indonesia sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pepera
di Irian Jaya tetap memilih cara musyawarah untuk mufakat
itu. Berdasarkan ketentuan DMP di tiap-tiap kabupaten selam-
bat-lambatnya harus sudah terbentuk pada tanggal 1 Juli
1969. Dengan demikian dalam bulan Juli 1969 itu secara ber-
turut-turut per kabupaten Pepera diselenggarakan sehingga
pada awal bulan Agustus 1969 Penentuan Pendapat Rakyat
(Pepera) di seluruh kabupaten di Irian Jaya telah selesai dilak-
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sanakan. Dengan demikian diharapkan pada peringatan Prok-
lamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1969 keutuhan wilayah
Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah benar-benar
terwujud secara de facto dan de jure dengan hasil Pepera
1969 itu. '°°%

Momentum Pepera Irian Jaya telah dapat dilaksanakan
sesuai dengan Persetujuan New York dan hasilnya Rakyat
Irian Jaya telah menentukan tetap bersatu di dalam wilayah
Republik Indonesia. Berdasarkan pasal XXI ayat 2 Persetujuan
New York, hasil Pepera itu akan diterima oleh kedua belah
pihak yaitu Indonesia dan Belanda. ’Pihak-pihak pada perse-
tujuan sekarang ini akan mengakui dan menaati hasil-hasil per-

wujudan penentuan nasib sendiri itu”. !¢

Sebagai suatu gambaran situasi pada saat-pelaksanaan
Pepera di Jayapura tentang bagaimana kehendak rakyat Irian
" Jaya untuk tetap bersatu dengan Negara isesatuan Republik
Indonesia dapat disimak dari kata-kata yang diucapkan di de-
pan sidang oleh seorang wakil rakyat yang duduk dalam DMP
sebagai berikut :

“"Mengapa harus pisah dari Indonesia kalau anak-anak kita
sekarang telah memasuki sekolah?” Ini adalah sebuah per-
nyataan yang lugas dari rakyat Irian Jaya.

Demikianlah dalam kenyataannya bahwa dari awal mula
perjuangan pembebasan Irian Jaya dari penjajahan telah di-
bina oleh putra-putra pejuang Irian Jaya pada masa awal
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini melalui
jalan yang panjang dengan banyak pengorbanan dan penderi-
taan putra-putra Irian Jaya sendiri. Pada akhirnya palu telah
dijatuhkan, yang merupakan “’point of no return” rakyat Irian
Jaya, tetap bersatu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan ber-

daulat.

I R I T .
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum kedatangan bangsa Eropa di Irian Jaya
penduduk di daerah ini khususnya di daerah pesisir
pantai Utara dan pantai Barat telah mempunyai
hubungan dengan daerah Indonesia lainnya. Jalinan
hubungan itu terutama dalamkegiatan perdagangan
yang telah berlangsung sejak Zaman Sriwijaya dan
kemudian jalinan hubungan tersebut lebih mening-
kat ke dalam jalinan hubungan politik pada masa
kekuasaan kerajaan Mojopahit. Beberapa daerah Irian
Jaya telah menjjadi bagian kerajaan Mojopahit. Hubu- ~
ngan berlanjut sampai masa kerajaan Tidore.

2. Pada waktu kedatangan bangsa Eropa penduduk Irian
Jaya telah mengadakan perlawanan dalam berbagai
bentuk. Akan tetapi semua perlawanan itu dapat de-
ngan mudah dipatahkan oleh bangsa Eropa terutama
Bangsa Belanda yang berhasil menduduki daerah ini
beberapa abad lamanya. Tidak berhasilnya perlawanan
penduduk mengusir kaum pendatang yang akhirnya
menjadi penjajah itu disebabkan oleh :

a. Perlawanan penduduk Irian masih bersifat sendiri-
sendiri. Belum ada persatuan dikalangan mereka
yang dapat memadukan perlawanan itu.

b. Masih sangat sederhananya alat-alat senjata yang di-
gunakan seperti panah, tombak, golok dan semacam-
nya; sedangkan pihak penjajah memiliki senjata-
senjata moderen.

c. Darah Irian Jaya pada waktu itu belum terjalin
dalam hubungan komunikasi yang baik sehingga
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setiap tempat/wilayah tidak ada kontak satu dengan
lainnya. ,
Keadaan topografi yang kasar dimana terdapat.
banyak rawa, sungai, gunung tinggi‘ lembah yang
dalam dengan hutan laten yang amat lebat sangat
tidak memudahkan untuk jalur komunikasi di da-
erah ini.

d. Politik adu domba yang dilancarkan oleh plhak
penjajah Belanda.

. Perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme
- Belanda mulai nampak teroganisasi sesudah selesainya

Perang Dunia II. Kontak-kontak antar para pejuang
dari satu daerah ke daerah lainnya mulai lebih mudah
danlancar. '

Pengaruh perjuangan kemerdekaan di daerah Indonesia".

lainnya dan datangnya tokoh-tokoh pergerakan yang

dibuang Belanda ke Digul, Serui dan Manokwari
semakin mendorong para pejuang di Irian Jaya untuk

bergerak lebih jauh.
Perlawanan bersenjata semakin sering ter]adl Organi-
sasi perjuangan mulai dibentuk diberbagai tempat.

. Perjuangan Bangsa Indonesia membebaskan Irian Jaya

dari cengkeraman kolonialisme memang dimulai dari
kalangan rakyat Irian Jaya sendiri. Kesadaran sebagai
Bangsa Indonesia melahirkan organisasi-organisasi per-
juangan untuk membebaskan daerah ini pada masa
awal revolusi kemerdekaan Indonesia. Namun demiki-
an kurangnya penggerak perjuangan serta keadaan
masyarakat yang masih “’terbelakang” ddan jauhnya

" wilayah "dari pusat “api revolusi” mengakibatkan da-

erah ini tidak bersama-sama mengecap alam kemerde-
kaan dengan daerah Indonesia lainnya. Di sisi lain ada
upaya dari pihak kolonial untuk menjadikan daerah
ini “perbentengan terakhir” politik imperialisme me-
reka di Nusantara dan di Pasifik Barat.
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5. Tuntutan sejarah atas keutuhan wilayah Indonesia

dari Sabang sampai Merauke pada titik puncaknya
melahirkan TRIKORA yaitu ”tiga komando rakyat”
yang dikumandangkan oleh Presiden Soekamo untuk
membebaskan daerah Irian Jaya dari cengkeraman
imperialisme dan kolonialisme Belanda. Didalam
menyukseskan TRIKORA putera-putera Irian Jaya
telah berperan serta secara sadar dan penuh.
Melalui perjuangan yang memakan banyak korban
rakyat Indonesia telah membuktikan keapda dunia
sebagai bangsa yang cinta perdamaian tetapi lebih
cinta kemerdekaan. Demikianlah TRIKORA berhasil
membebaskan daerah ini dari cengkeraman pihak im-
perialis /kolonialis.

6. Meskipun daerah Irian Jaya telah kembali kepangkuan
Ibu Pertiwi sejak 1 Mei 1963 sebagai hasil perjuangan
bangsa, akan tetapi Bangsa Indonesia masih terikat
oleh suatu persetujuan untuk memberikan kesempatan
kepada rakyat Irian Jaya menentukan pilihannya:
tetap bersatu dalam Republik Indonesia atau memisah-
kan diri. Masa antara tahun 1963 sampai saat pelaksa-
naan “act of free chice ” atau Penentuan Pendapat
Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969 merupakan batu
ujian bagi Bangsa Indonesia khususnya bagi rakyat
Irian Jaya. Mereka diuji apakah perjuangan yang per-
nah dicetuskan pada masa awal revolusi masih ber-
kobar menyala di dada putera-putera Irian Jaya.
Ternyata -rasa kebangsana dan kebersamaan yang
menyatu sejak semula, menentukan kata akhir: rakyat
Irian Jaya tetap bersatu di dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan sebagai Bangsa Indonesia
yang merdeka dan berdaulat.

B. SARAN

1. Peran serta rakyat Irian Jaya dalam perjuangan mewu-
judkan kesatuan Republik Indonesia dibuktikan de-
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ngan adanya tokoh-tokoh pejuang Irian Jaya. Meski
kepada mereka telah diberikan penghargaan, akan te-
tapi melalui penelitian perlu adanya peningkatan se-
hingga tokoh-tokoh Irian Jaya dapat juga mengisi
lembaran sejarah Bangsa Indonesia dalam skala na-
sional. '

. Buku-buku Sejarah Nasional Indonesia yang ada se-
karang belum banyak mengungkap sejarah perjuangan
rakyat Irian Jaya dalam membebaskan dirinya dari
belenggu penjajahan. Untuk memupuk jiwa patriotisme
dan nasionalisme bagi generasi muda Indonesia dari
Sabang sampai Merauke serta mewujudkan kesatuan
Wawasan Nusantara dan penghayatan ke Bhinnekaan
Bangsa Indonesia, seyogyanya perjuangan rakyat Irian
Jaya dimasukkan kedalam buku-buku teks Sejarah
Nasional Indonesia.

. Perjuangan pembebasan Irian Jaya dari belenggu Pe-
merintah Kolonial Belanda banyak melibatkan putera-
puteri asli Irian Jaya. Meski seorang pejuang tidak akan
menuntut balas jasa, tetapi karena kepada para petugas
TRIKORA diberikan imbalan jasa, sudah sewajarnya-
lah kiranya kepada putera-putera Irian Jaya yang telah
berperan serta secara sadar dan penuh pengorbanan
dalam rangka menyukseskan TRIKORA juga diberikan
imbalan jasa yang memadai. Dengan demikian hambat-
an psikologis politis sebagai ekses penghargaan tersebut
dapat dieliminir.
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CATATAN
BAB II

1. Nama Irian Jaya mulai digunakan sejak 1 Maret 1973 ber-
dasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1973 (Lem-
baran Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 1973). Se-
belumnya daerah ini disebut Irian Barat; juga dikenal de-
ngan nama Nederlandsche Nieuw Guinea pada masa pe-

. merintahan Belanda.

2. Negara Papua Nugini atau Papua New Guinea (disingkat
PNG) baru memperoleh kemerdekaannya dari Australia-
pada tanggal 16 September 1975.

3. Humas Pemda Propinsi Irian Jaya, Mengenal Propinsi
Irian Jaya Jayapura, 1974, hal 1 (Naskah Stensilan)

4. Data-data Singkat Tentang Daerah Irian Jaya, T.p), 1973,
hal. 1 (Naskah Stensilan).

5. Staf Penguasa Perang Tertinggi, Mengenal sebagian Dari
'~ Tanah Air Kita, Irian Barat, Edisi ketiga, Jakarta 1962,
hal. 70 — 72. '

Ibid.hal 74, 138 dan 149.
Humas Pemda Propinsi Irian Jaya, Op. Cit. hal 13 - 14
Staf Penguasa. Tertinggi, Op. Cit., hal 166.

[ Kantor Statistik Propinsi Irian Jaya, Sensus Penduduk
F Tahun 1980, Hasil Percakapan lengkap Kantor Statistik
Propinsi Irian Jaya, Agustus 1981, hal. 1

| 10. Mulyono, Bahasa di Irian Barat” dalam buku : Pendu-
- duk Irian Barat, Kontjaraningrat dan Harsya W. Bachtiar
Red. Penerbitan Universitas, Jakarta, 1963, hal. 29 — 30.

11. Kantor Statistik, Op. Cit., hal. 5.

12. Koentjaraningrat, Keseragaman dan Aneka-Usaha Masya-
rakat Irian Barat, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Jakarta, 1970, hal. 7. |
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13,
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

23,
24.

25.

26.

217.

Ibid. hal. 8 dan 128.

Sujono, P.S., “Prachistori Irian Barat”, dalam Penduduk
Irian Barat, Koentjaraningrat dan Harsya W. Bachtiar
(Red), Proyek Penelitian Universitas Indonesia, No. CIL

~ P.T. Penerbitan Universitas, hal. 39.

Ibid., hal. 43.
Ibid., hal. 47.
Ibid., hal. 49.
Ibid., hal. 45.

Harsya W. Bachtiar; Sejarah Irian Barat”, dalam buku
Penduduk Irian Barat, Koentjaraningrat dan Harsya W.
Bachtiar (Red), Proyek Penerbitan Universitas 1963,
Hal. 55 - 56 dan hal. 57 - 65.

Pouwer, J., Kroniek dor Aanrakigen Met Vestigi in de
Onderafdeling Mimika, (Stensilan).

Harsya W. Bachtiar, Op. Cit., hal. 55. Lihat juga Muha-
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